PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kamplak Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Pal IV, Mentsk 33315
Tedp. (0716} 7323080, Emai: infodpmptsp. bangkebaraticab. gouid,
Wiehsile : dpmptsp. bangkabaratkab. ga.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKA BARAT

Nomaor : 188 4/001 JSMP IP/DPMPTSP2024

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 6 SIMPANG TERITIP
DESA BUKIT TERAK KECAMATAN SIMPANG TERITIP
KABUPATEN BANGKA BARAT

KEPALA DINAS,

Menimbang . a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lzin Pendiran dan
Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Simpang
Teritip Nomor ; 400.3.5/118.a/DISDIKPORASZ024 Tanggal 01 Juli
2024;

b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Pendidlkan, Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat MNomor
4003 1170/DISDIKPORA/Z024 Tanggal 25 Juli 2024 Perihal
Rekomendasi lzin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 6 Simpang Teritip;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu
Kabupaten Bangka Barat tentang lzin Pendinan Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri & Simpang Teritip Desa Bukit
Terak Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;

Mengingat - 1. Undang-Undang Momor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulavan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomeor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);
2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Beltung limur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4268},

Undang-Undang MNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Masional, (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor § Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemernintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib
Belajar (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Momor
668 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Momor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
FPenyelenggaraan Pendidkan (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2010 Momor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah MNomor 6 Tahun 2021 tentang
Fenyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 6618);

Peraturan Femerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Standar
Masional Pendidikan (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor B7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6G7G);



Meneatapkan
KESATU

KEDUA

10.

11.

12.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun
2014 tentang Pedoman Pendiran, Perubahan dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara
Republk Indonesia Tahun 2014 Momor 807);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun
2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 855}
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Momor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Dagrah Kabupaten Bangka
Barat Tahun 2018 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Eangka
Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor & Tahun
2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Barat {L;amhar:an Daerah Kabupaten Bangka
Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D),

Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan
Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat (Berita
Dasarah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomaor 30 Seri E);

MEMUTUSKAN:

lzin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6
Simpang Teritip Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Tertip
Kabupaten Bangka Barat.

lzin Pendiran sebagaimana dimaksud Dikium Kesatu diberkan
kepada :

Mama Sekolah : Sekolah Menengah Fertama (SMP) Negeri 6
Simpang Terntip

Alamat : Jalan Kundi Desa Bukit Terak Kecamatan
Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat

Penyelenggara | Pemerintah Kabupaten Bangka Barat



KETIGA

KEEMPAT

Izin Pendirian ini diberkan dengan ketentuan sebagai berikut

1.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersangkutan harus
memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang —
undangan;

Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersangkutan harus
meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan
ISNP);

Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersangkutan harus
meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pendidikan;

Sekolan Menengah Pertama (SMP) yang bersangkutan
mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi
peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

lzin Pendirian yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka
Barat letap berlaku sepanjang sekolah yang bersangkutan
masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama,
alamat, struktur dan status sekolah,

Keputusan Kepala Dinas inl mulal berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari temmyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini. maka akan diubah dan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Meantok
pada tanggal : 29 Juli 2024

Kepala Dinas,

Wmetior e

H. YUWANDA EKA PUTERA, SKM, M.Si
PEMBINA Tk |
NIP. 19770710 199603 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkanrtoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, P&l 1Y, Mentok 33316
Tedp. (OT16) 7323080, Emal: infofdpmptsp. bangkaberaticab. go id,
Website ; dpmptsp.bangkabaratab,go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKA BARAT

Nomor : 188.4/001 ISMP_IO/DPMPTSP/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, (SMP) NEGERI 6 SIMPANG TERITIP
DESA BUKIT TERAK KECAMATAN SIMPANG TERITIP
KABUPATEN BANGKA BARAT

KEPALA DINAS,

Menimbang : a bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Pendirian dan
Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6
Simpang Teritip Nomor - 400 3 5/119.a/DISDIKPORA2024
Tanggal 01 Juli 2021;

b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olshraga Kabupaten Bangka Barat Nomor
400.31170/DISDIKPORA/2024 Tanggal 25 Juli 2024 Parihal
Rekomendasi 1zin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 6§ Simpang Teritip;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu
Kabupaten Bangka Barat tentang lzin Operasional Sekolah
Menengah Pertama SMP Negeri 6 Simpang Teritip Desa Bukit
Terak Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);
Undang-Undang Nomor § Tahun 2003 tentang Pembentukan
2. Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Frovinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268):



Undang-Undang MNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Masional, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemernntahan
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2015 tenltang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republk Indonesia Nomaor 5679),

Peraturan Pemerintah Memor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib
Belajar (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4863),

Peraturan Pemerintah MNomeor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia MNomor 510%),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
#6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Momor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Panyelenggaraan Pendidikan (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelanggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Masional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6676);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomar 38 Tahun
2014 lentang Fedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 807);



10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun
2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 855);
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun

11. 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Barat Tahun 2016 Nomor 2 Sari D) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor & Tahun
2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D),

Peraturan Bupati Bangka Barat Nomer 73 Tahun 2020 tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan

12. Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat (Berita
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomer 30 Seri EJ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU ©  lzin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri &
Simpang Teritip Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Tentip
Kabupatzn Bangka Barat.
KEDUA : lzin Operasional sebagaimana dimaksud Dikium Kesatu
diberikan kepada :
Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negen
6 Simpang Teritip
Alamat : Jalan Kundl Desa Bukit Terak Kecamatan
Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat
Penyelenggara : Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
KETIGA : |zin Operasional ini dibenkan dengan ketentuan sebagai benkut:

1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersangkutan
harus memenuhi dan melaksanakan seqala ketenfuan
perundang — undangan;



KEEMPAT

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersangkutan
harue meningkatkan pemenuhan Standar Nasional
Pendidikan (SNP};

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersangkutan
harus meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal {SFM) Pendidikan;

4. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersangkutan
mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai
bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

5. lzin Operasional yang telah dikeluarkan oleh Dinas
Penanaman Medal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bangka Barat tetap berlaku sepanjang sekolah
yang bersangkutan masin beroperasi dan tidak mengalami
perubahan nama, alamat, struktur dan status sekolah,
sehingga sekolah yang dimaksud tidak perlu mengurus
perpanjangan izin operasional.

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternvata
terdapat kekeliruan dalam keputusan inl. maka akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Mentok
pada tanggal : 29 Juli 2024

Kepala Dinas,

e G

H. YUWANDA EKA PUTERA, SKM, M.Si
PEMBINA Tk. |
NIP. 19770710 189803 1 001



